KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 803/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/ DESA BAKUNG KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan
Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
Kelurahan/Desa*) Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten
Blitar untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;



Mengingat

1.

-2-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
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Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Programn dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigaatas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum
Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-
Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungitan
Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) BAKUNG
KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di
Kelurahan/Desa*) Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten
Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
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bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai

laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN/DESA¥*)
BAKUNG

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
Ak 335 MOH. FAJAR KURNIAWAN




PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DIKELURAHAN/DESA*)

KABUPATEN BLITARUNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

A.

LAMPIRAN

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR:...../PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA¥)
BAKUNG KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

BAKUNG DI KECAMATAN UDANAWU

TAHUN 2020
Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MAMIK SLAMET 1, | Dsn. Tapan RT 001 RW 001
2. | NUR SALIM 1, | Dsn. Tapan RT 002 RW 001

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | IMAM BUKHORI , | Dsn. Tapan RT 005 RW 001
2. | MAHMUDI | Dsn. Tapan RT 002 RW 002

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MOCH. KHAIRUL ANWAR L |Dsn. Tapan RT 001 RW 002
2. Dsn. Tapan RT 002 RW 002

MUHAMMAD ROBIKHAN L
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D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | JAINAL ARIFIN 1 | Dsn. Tapan RT 004 RW 002
2. | MUHAMAD AKHIYAR | | Dsn. Bakung RT 004 RW 003
TOBINGI

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | ARWANI 1 | Dsn. Bakung RT 003 RW 002
2. | SAIFUL MUSTAKIM 1 | Dsn. Bakung RT 004 RW 003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MOHAMAD BASUKI [ |Dsn. Bakung RT 005 RW 003
2. | AMINUDIN 1 | Dsn. Bakung RT 001 RW 004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | KHOIRI L | Dsn. Bakung RT 003 RW 004
2. | BADRONI i, | Dsn. Bakung RT 002 RW 004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)
No. NAMA L/P ALAMAT
1. | AGUNG RIBOWO 1 | Dsn. Tapan RT 004 RW 005
2. | WARISO 1 | Dsn. Tapan RT 003 RW 005
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I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUNARYO L | Dsn. Bakung RT 003 RW 004
2. | MOHAMAD HUDAIRI , | Dsn. Bakung RT 003 RW 004

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MOH. SOKIP 1, | Dsn. Bakung RT 002 RW 005
2. | IMAM MUSLIH L | Dsn. Bakung RT 005 RW 004

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | M. ZAINAL MASRUHAN L |Dsn. Tapan RT 005 RW 005
2. | SISWANTO L | Dsn. Tapan RT 005 RW 005

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN/DESA¥)

BAKUNG
Ak
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MOH. FAJAR KURNIAWAN




SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR:812/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA SUMBERSARI KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN

BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atauWali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Kelurahan/Desa*) Sumbersari

Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk
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penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atauWalikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Keduaatas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
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Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atauWalikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

ol

(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);

S. Keputusan Komisi Pemillhan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*)
SUMBERSARI KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan/Desa*) Sumbersari Kecamatan Udanawu
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
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ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di :Blitar
Pada tanggal :23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUMBERSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

k4.

(M.NURHADI W)

( Dian Indriani)
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR:812/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
SUMBERSARI KECAMATAN UDANAWU
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DIKELURAHAN/DESA*) SUMBERSARI KECAMATAN UDANAWU
KABUPATEN BLITARUNTUK PEMILIHANBUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.

NAMA

L/P ALAMAT

SUTRISNO

L DUSUN SIDOMULYO RT 03 RW 01

AHMAD RIYADI

| DUSUN SIDOMULYO RT 03 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SARNI L | DUSUN SIDOMULYO RT 01 RW 01
5. | ANANG WIDODO | 1 | DUSUN SIDOMULYO RT 02 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.

NAMA

L/P ALAMAT

WAHYUDI

L DUSUN PASIRHARJO RT 04 RW 03

MUSTAKIM

L DUSUN PASIRHARJO RT 02 RW 03
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D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PURWANTO L DUSUN PASIRHARJO RT 03 RW 03
2. | KARIYANTO L | DUSUN PASIRHARJO RT 03 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | JURKONI L |DUSUN PASIRHARJO RT 03 RW 04
2. | SUKAMDI L |DUSUN PASIRHARJO RT 01 RW 04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PURNOMO L |DUSUN SIDOMULYO RT 02 RW 01
2. | ARIS L | DUSUN PASIRHARJO RT 01 RW 05

Ditetapkan di :Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

Salinan sesuai dengan aslinya A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR
UMUM KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN BLITAR KELURAHAN/DESA SUMBERSARI
Kepala Sub Bagian Hukum
+Hd .
(M.NURHADI W)

( Dian Indriani)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR:811/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN /
DESA SUKOREJO KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Menimbang :

Mengingat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan
Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
Kelurahan/Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten
Blitar untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan



Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan keTiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
UmumNomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUKOREJO
KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di
Kelurahan/Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman,
ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang — undangan;
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan
tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.




Ditetapkan di :Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKOREJO,

A4 .

( YUNNIARTI )

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 811/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA
SUKOREJO KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DIKELURAHAN/DESA SUKOREJO DI KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.

NAMA L/P ALAMAT

NURHADI L | Dsn. Sukosari RT 01 RW 01

MUCHAMAD BAHAUDIN L | Dsn. Sukosari RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
MOH. FUAD MURIDLO L | Dsn. Sukosari RT 04 RW 01
2. | IRKAM MA’ANA L | Dsn. Sukosari RT 05 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MUSHOCHIP L | Dsn. Sukosari RT 01 RW 03
2. | IMAM KHAMBALI L | Dsn. Sukosari RT 03 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
AHMAD. FADOLI L | Dsn. Sukosari RT 05 RW 02
2. | DZANURI L | Dsn. Sukosari RT 05 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.

NAMA L/P ALAMAT




AHMAD EFENDI L | Dsn. Sukosari RT 01 RW 03

2. | SUJIANTO L | Dsn. Sukosari RT 02 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
ANDRIAN FUAD ZAM ZAMI L | Dsn. Sukosari RT 04 RW 03
2. | WIDI HENDRATNO L | Dsn. Sukosari RT 04 RW 03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
WAWAN SUSILO L | Dsn. Sukosari RT 01 RW 04
2. | M.KORIB L | Dsn. Sukosari RT 02 RW 04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No. NAMA L/P ALAMAT
JAENUN L | Dsn. Sukosari RT 02 RW 04
2. | WIDODO L | Dsn. Sukosari RT 03 RW 04

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No. NAMA L/P ALAMAT
MOH. SULHANAWAWI L | Dsn. Sukosari RT 04 RW 04
2. | MUHAIMIN L | Dsn. Sukosari RT 05 RW 04

Ditetapkan di :Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKOREJO,

Ak,

(YUNNIARTI)
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMII PEMILIHAN UMUM




SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR:813/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA TEMENGGUNGAN KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN

BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (9)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Kelurahan/Desa*) Temenggungan

Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk




Mengingat

.

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan UmumRepublik Indonesia Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi




=3 s

Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019




Menetapkan

KESATU

KEDUA

.

(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);

S. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA?*)
TEMENGGUNGAN KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan/Desa*) Temenggungan Kecamatan Udanawu
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

-5-

ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEMENGGUNGAN

£44.

M. DZAKI ALFIKRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM




KABUPATEN BLITARUNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

=ilf =

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR:813/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*¥)
TEMENGGUNGAN KECAMATAN UDANAWU
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN

2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DIKELURAHAN/DESA TEMENGGUNGAN DI KECAMATAN UDANAWU

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.

NAMA

L/P

ALAMAT

SUYOTO

L

Temenggungan RT 01 RW 01

CHOIRUL AMRI

L

Temenggungan RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | RINA KATMINAH p | Temenggungan RT 03 RW 02
2. | SRIYANTI p | Gembong RT 03 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MUH. ROMADHON L | Temenggungan RT 03 RW 01
2. | BAMBANG WIDODO L | Gembong RT 02 RW 01




D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA

L/P ALAMAT

1. | SUKO WIYONO

1 | Gembong RT 01 RW 01

2. | AGUS EFENDI

1, | Gembong RT 02 RW 01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA

L/P ALAMAT

1. | M. NGALIM WIJAYA

L | Gembong RT 03 RW 02

2. | EKO WIDODO

L | Gembong RT 02 RW 02

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM
LITAR

KABUPATEN

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEMENGGUNGAN

Akd .

M. DZAKI ALFIKRI




SALINAN

KOMISIPEMILIHANUMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSANKOMISIPEMILIHANUMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR:806/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI

KELURAHAN / DESA JATI KECAMATAN JATI KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

. Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat ()
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atauWali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara,

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Kelurahan/Desa*) Jati Kecamatan
Udanawu Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
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Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai mana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

-4-

Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

S. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESAY¥)
JATI KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan/Desa*) JATI Kecamatan UDANAWU Kabupaten
Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga

ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
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Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) JATI,

Akd .

(MOH. CHABIB MUSTOFA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
: BLITAR




LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN BLITAR
NOMOR: 806/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X1/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/ DESA*) JATI KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DIKELURAHAN/DESAJATI DI KECAMATAN UDANAWU
KABUPATEN BLITARUNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | PENDI HANSAH L |DESA JATI 1/1
2. | PAELAN L | DESA JATI 2/1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | RUDI HARTANTO L |DESAJATI1/2
2. | AGUS SUSENO L |DESAJATI1/1

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT

1. | CHOIRUL ANWAR L | DESA JATI 4/2

2. | ROMADHON L |DESA JATI4/2

T R —




D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MUJIYAR L | DESA JATI 3/2
2. | SUGENG KASIONO L |DESA JATI 3/4

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MISUAM L |DESA JATI 2/4
2. | MUSTAKIM L |DESAJATI 1/4

Ditetapkandi : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) JATI,

444 .

(MOH. CHABIB MUSTOFA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
P —




SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR :804/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA BENDOREJO KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN

BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peratura Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat

Pemungutan Suara Kelurahan/Desa*) Bendorejo




Mengingat

« s

Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
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2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali



Menetapkan

KESATU

KEDUA

-4-

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);

S. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA¥)
BENDOREJO KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan/Desa*) Bendorejo Kecamatan Udanawu
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
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dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA :  Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) BENDOREJO,

+td .

(HADI LUTFI RIDWANI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR:804 /PP.04.2-Kpt /3505 /KPU-Kab/XI/ 2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*
BENDOREJO KECAMATAN UDANAWU
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA*) BENDOREJO DI KECAMATAN UDANAWU
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
SUROSO L | MULYOREJO RT 001 RW 001
2. | ARIK HERNAWAN L | MULYOREJO RT 001 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1
DANANG RUSTONO L | MULYOREJO RT 004 RW 002
SUPIANI L | KEPUHREJO RT 001 RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.

NAMA

L/P ALAMAT

SURIPTO

L | KEPUHREJO RT 003 RW 001

EDY PURNOMO

L | KEPUHREJO RT 003 RW 001




Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BENDOREJO,

ttd.

(HADI LUTFI RIDWANI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR




'SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 805/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA BESUKI KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Kelurahan/Desa*) Besuki
Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati




Mengingat

P

Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
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Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atauWalikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



Menetapkan

KESATU

KEDUA

wlf

2020 Nomor 981);

S. KeputusanKomisiPemilihanUmumNomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/I1/2020
tentangPedomanTeknisPembentukanPanitiaPemilihan
Kecamatan, PanitiaPemungutanSuara,
PetugasPemutakhiran Data Pemilih,
danKelompokPenyelenggaraPemungutanSuaradalamP
emilihanGubernurdanWakilGubernur,
BupatidanWakilBupati, dan/atauWali Kota
danWakilWali Kota
sebagaimanatelahdiubahdalamKeputusanKomisiPemil
ihanUmumNomor476/PP.04.2-
Kpt/01/KPU/X/2020tentangPerubahanKeduaatasKep
utusanKomisiPemilihanUmumNomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentangPedomanTeknisPembentukanPanitiaKecamata
n, PanitiaPemungitanSuara, PetugasPemutakhiran
Data Pemilih,
danKelompokPenyelenggaraPemungutanSuaradalamP
emilihanGubernurdanWakilGubernur,
BupatidanWakilBupati, dan/atauWali Kota
danWakilWali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA¥)
BESUKI KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan/Desa*) Besuki Kecamatan Udanawu
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 DesemberTahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Padatanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA*) BESUKI,

At .

(RISMA ARIANI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
EN BLITAR

Bagian Hukum
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KABUPATEN BLITARUNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR:813/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
BESUKI KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DIKELURAHAN/DESABESUKI DI KECAMATAN UDANAWU

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | TUKIMAN L | DESA BESUKI RT 01 RW 01
2. | YATMURI L | DESA BESUKI RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | IMAM SUROSO L | DESA BESUKI RT 04 RW 01
2. | SUDARYANTO L | DESA BESUKI RT 03 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | BAMBANG SUDOMO L | DESA BESUKI RT 02 RW 02
2. | BAKAT | | DESA BESUKI RT 01 RW 02
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D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SALAMAN 1 | DESA BESUKI RT 03 RW 02
2. | SUTRISNO ;, | DESA BESUKI RT 03 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | YANTO L | DESA BESUKI RT 04 RW 03
2. | DAMIS L | DESA BESUKI RT 01 RW 03

Ditetapkan di : Blitar
Padatanggal : 23 November 2020
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BESUKI

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya RISMA ARIANI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN




'SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR :

KABUPATEN BLITAR

807/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KARANGGONDANG KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peratura Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Kelurahan/Desa*) Karanggondang
Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;




Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan




-3-

Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun




Menetapkan

KESATU

KEDUA

wdf =

2020 Nomor 981);

S. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA¥)
KARANGGONDANG KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan/Desa*) Karanggondang Kecamatan Udanawu
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
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ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGGONDANG,

44d .

MUJIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum

T~




SALINAN

‘LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR:807/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
KARANGGONDANG KECAMATAN UDANAWU
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KARANGGONDANG DI KECAMATAN UDANAWU
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 001)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | KUSWANDI L | DSN KARANGSARI RT 01 RW 01
2. | MARYADI L | DSN KARANGSARI RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 002)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | KHABIB L | DSN KARANGSARI RT 04 RW 01
5. | BADERUN L | DSN KARANGSARI RT 03 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 003)

No.

NAMA

L/P ALAMAT

1.

YASIN

L | DSN KARANGSARI RT 02 RW 02

MAHUD

, | DSN KARANGSARI RT 01 RW 02




=7 =

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 004)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | GUNTORO L | DSN UDANAWU RT 01 RW 01
2. | MOCH. YASIN L | DSN UDANAWU RT 03 RW 01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 005)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SISWOYO L | DSN UDANAWU RT 02 RW 02
2. | TOIRIN L | DSN UDANAWURT 04 RW 02

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGGONDANG,

tkd -

MUJIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




'SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR:809/PP.04.2-Kpt/ 3505/ KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA RINGINANOM KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN

BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang :

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat ()
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Kelurahan/Desa*) Ringinanom

Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk




Mengingat

"

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
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Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas
Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

il =

2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 981);

S. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungitan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA?*)
RINGINANOM KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATIBLITAR
TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan/Desa*) Ringinanom Kecamatan Udanawu
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
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ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA :  Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT :  Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di :Blitar

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN Pada tanggal :23 November 2020
UMUM

KABUPATEN BLITAR A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Sub Bagian Hukum KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESARINGINANOM

A4d.

(ISMANTO)



==

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 809/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X1/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
RINGINANOM KECAMATAN UDANAWU
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DIKELURAHAN/DESA*) RINGINANOM KECAMATAN UDANAWU
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
L. | MAHFUD | DUSUN BESUKDOWO RT 01 RW 02
g, || PAEAMAT L | DUSUN BESUKDOWO RT 02 RW 02
ROYCHAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | FATHUL ROZIQ . | DUSUN RINGINANOM RT 02 RW 01
2. | SAIFUL HUDA L | DUSUN RINGINANOM RT 04 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.

NAMA

L/P ALAMAT

JAMANI

| DUSUN RINGINANOM RT 02 RW 02

YUSTIAWAN BASUKI | DUSUN RINGINANOM RT 04 RW 02




. .

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
L MOH. ALI NUR L | DUSUN RINGINANOM RT 05 RW 03
MIFTAH
> | RICKY FAJARYANTO | L |DUSUN RINGINANOM RT 01 RW 04

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUMITRO CIPTO L | DUSUN RINGINANOM RT 01 RW 03
5 |DAGH. YUSUF L | DUSUN RINGINANOM RT 04 RW 03
PURWANTO

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SAELAN L | DUSUN RINGINANOM RT 04 RW 04
2. | ANTONI L | DUSUN RINGINANOM RT 02 RW 04

. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.

NAMA

L/P

ALAMAT

DAMARI

, | DUSUN SUKOREJO RT 01 RW 01

JOKO PRAWOTO

;, | DUSUN SUKOREJO RT 03 RW 01

. TempatPemungutan Suara (TPS 8)

No.

NAMA

L/P

ALAMAT

HARMAJI

;, | DUSUN SUKOREJO RT 05 RW 01

SUPRIYANTO

, | DUSUN SUKOREJO RT 03 RW 01
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I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | ISKAK WAHYUDI | DUSUN SUKOREJO RT 03 RW 03
2. | ALL SODIKIN _ | DUSUN SUKOREJO RT 02 RW 03

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | DARUL KHOIRI 1, | DUSUN SUKOREJO RT 03 RW 04
2. | MOH. ROIS , | DUSUN SUKOREJO RT 03 RW 04

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | ROHMAT L | DUSUN SUKOREJO RT 04 RW 03
2. | SYAMSUL MA’ARIF L | DUSUN SUKOREJO RT 03 RW 04

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM

KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

Ditetapkan di :Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RINGINANOM

(ISMANTO)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 810/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA SLEMANAN KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN

BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peratura Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/
atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017,
yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara,;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Blitar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat




Mengingat

-

Pemungutan Suara Kelurahan/Desa*) Slemanan
Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
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Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Menetapkan
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Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua
atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 981);

S. Keputusan Komisi Pemillhan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-
Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia
Pemungitan Suara, Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA¥)
SLEMANAN KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020.



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

SALINAN
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Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara di Kelurahan/Desa*) Slemanan Kecamatan
Udanawu Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan  Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas
membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang — undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan  Suara
sebagaimana  dimaksud dalam Diktum KEDUA
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Salinan sesuai dengan aslinya  gpr;a PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

SEKRETARIAT KOMISI |
PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA*)SLEMANAN,

ITAR
axn Hukum "’fed .

(MOH. HISAM IRZAKI)



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR:810/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA SLEMANAN
KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR KOTA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA*) SLEMANAN DI KECAMATAN UDANAWU
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BLITAR TAHUN 2020

Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.

NAMA

L/P ALAMAT

DARMAJI

L | Dsn WONOREJO RT 05 RW 02

EDI

L | Dsn WONOREJO RT 04 RW 02

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | NOVAN | Dsn WONOREJO RT 02 RW 02
2. | ISNAWAN ;, | Dsn WONOREJO RT 03 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.

NAMA

L/P ALAMAT

SULAIMAN

;, | Dsn WONOREJO RT 04 RW 01

KADIM

| Dsn WONOREJO RT 05 RW 01




D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MISDI ;, | Dsn WONOREJO RT 02 RW 01
2. | ERWIN ;, | Dsn WONOREJO RT 03 RW 01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. |IMAM N L |Dsn SLEMANAN RT 04 RW 02
2. | IMHADI L | Dsn WONOREJO RT 01 RWO1

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | BISRI L | Dsn SLEMANAN RT 02 RW 02
2. | MIDIN | Dsn SLEMANAN RT 01 RW 02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | UNTUNG S L |Dsn SLEMANAN RT 03 RW 01
2. | ROHMAN , | Dsn SLEMANAN RT 04 RW 01

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | SUGIONO , | Dsn SLEMANAN RT 01 RW 01
2. | BOYANI L | Dsn SLEMANAN RT 02 RW 01




Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)SLEMANAN,

Atd.

(MOH. HISAM IRZAK])



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSANKOMISIPEMILIHANUMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 814/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPANPETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA TUNJUNG KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang :

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)
Peratura Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara
menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suaradengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

Bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat
Pemungutan Suara Kelurahan/Desa*) Tunjung
Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Mengingat
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Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
PemilihanAceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
PemungutanSuaradalamPenyelenggaraanPemilihanGu
bernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 818)
sebagaimanadiubahterakhirdenganPeraturanKomisiPe
milihanUmumRepublik IndonesiaNomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
PemilihanUmumNomor 3 Tahun 2015 tentangtentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

UmumProvinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,
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dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
PemilihanKecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atauWalikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

ol

2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemillhan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA%*)
TUNJUNG KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATIBLITAR
TAHUN 2020.

MenetapkanPetugasKetertibanTempatPemungutanSuara di
Kelurahan/Desa*) Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten
Blitar dalam PemilihanBupati dan Wakil BupatiBlitarTahun
2020 sebagaimanatercantumdalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suarasebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga

ketentraman, ketertiban dan keamanan TempatPemungutan
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Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbuldalam pelaksanaantugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban TempatPemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* TUNJUNG ,

ttd.

(MUH. ICHSAN ADY F, NST)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

pala U Bagian Hukum.

Bl

<



-6-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 814/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA¥)
TUNJUNG KECAMATAN UDANAWU
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DIKELURAHAN/DESA*) TUNJUNG DI KECAMATAN UDANAWU
KABUPATEN BLITARUNTUK PEMILIHANBUPATI DAN WAKIL BUPATIBLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT

RT/RW 005/001 DSN. TUNJUNG
1. | DWI HADI SETYONO L | kiDUL

2 | M. MIFTAKHUS SYAFT’ | L | RT/RW 004/005 DSN. BANJARMLATI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
RT/RW 001/001 DSN. TUNJUNG
1. | SUWITO L KIDUL
2. | MUHAWAN L RT/TW 001/003 DSN. TUNJUNG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No. NAMA L/P ALAMAT

1. | EDY TUMILAN . | RT/RW 003/002 DSN TUNJUNG

2. | MUHAMMAD SOLIKIN | L | RT/RW 0017002 DSN. TUNJUNG
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D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | MUHAWAN L | RT/RW 003/003 DSN. TUNJUNG
2. | M.DAIB L | RT/RW 004/003 DSN. TUNJUNG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | NASROWI L | RT/TW 003/004 DSN. TUNJUNG
2 | M. ROKIB L | RT/RW 004/004 DSN. TUNJUNG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | IMAM SAFAWI L | RT/RW 004/005 DSN. BANJARMLATI
2. | JAZULI ROMDON L | RT/RW 003/005 DSN. BANJARMLATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUP/ TAR

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 Nopember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* TUNJUNG ,

ttd.

(MUH. ICHSAN ADY F, NST)




SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMIS IPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR:808/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN / DESA MANGUNAN KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN

BLITAR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang :

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (9)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota,
Pembentukan Tata  Kerja  Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atauWali
Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia
Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban
Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia
Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat



Mengingat

A

Pemungutan Suara Kelurahan/Desa*) Mangunan
Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
gubernur, Bupati, Dan Walikot aMenjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentangp \ penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun
2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

PeraturanKomisiPemilihanUmumNomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum  Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas



" 1

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia  Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atauWalikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020Nomor615);

PeraturankomisiPemilihanUmumNomor 6 Tahun 2020
TentangPelaksanaanPemilihanGubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana NonalamCorona Virus Disease 2019
(Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Perubahan Keduaatas Peratruran
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil



Menetapkan :

KESATU

-

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana NonalamCorona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 981);

S. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah
diubahdalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Keduaatas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Kecamatan, Panitia PemungitanSuara, Petugas
Pemutakhiran Data  Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atauWali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA¥)
MANGUNAN KECAMATAN UDANAWU KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATIBLITAR
TAHUN 2020.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
di Kelurahan / Desa*) Mangunan Kecamatan Udanawu
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Keputusan ini;

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KE SATU bertugas membantu
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga
ketentraman, ketertiban dan keamanan Tempat Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang — undangan;

Segalabiaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020
sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

sebagai laporan.

Ditetapkandi :Blitar
Pada tanggal :23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Salinan sesuai dengan aslinya KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KELURAHAN/DESA*) MANGUNAN

UMUM

ttd

(DWI ENDRO PRAYITNO)
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR:808/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
MANGUNAN KECAMATAN UDANAWU
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR KOTA
TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DIKELURAHAN/DESA*) MANGUNAN DI KECAMATAN UDANAWU
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHANBUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR

TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No. NAMA L/P ALAMAT
1. | HARNOTO L | DSN MANGUNAN RT 01 RW 01
2. | ALI MUSTOFA L | DSN MANGUNAN RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No. NAMA L/P ALAMAT
3. | KARNI L | DSN MANGUNAN RT 01 RW 02
4. | AHMAD MASRURI L | DSN MANGUNAN RT 02 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.

NAMA L/P ALAMAT

S.

MITRO HADIMAS UTOMO | L | DSN MANGUNAN RT 04 RW 03

6.

SUWITO L | DSN MANGUNAN RT 02 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No. NAMA L/P ALAMAT
7. | SUHARDI L | DSN MANGUNAN RT 01 RW 04
8. | EKO PRASETYO L | DSN MANGUNAN RT 01 RW 04




E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No. NAMA L/P ALAMAT
9. | WAHYU SUTOYO L | DSN PLOSOKURSI RT 01 RW 01
10. | M. TAMAMI L | DSN MANGUNAN RT 04 RW 04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No. NAMA L/P ALAMAT
11. | BAINUL MU’ARIF L | DSN PLOSOKURS RT 02 RW 02
12. | SUWANTO L | DSN PLOSOKURS RT 02 RW 01

Ditetapkandi :Blitar
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) MANGUNAN

Ad -

(DWI ENDRO PRAYITNO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

b Bagian Hukum




